
PPEENNAANNAAMMAANN  --  MMOODDAALL  

QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2013  

2013  

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL 

 

ABSTRAK:                -   bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 

sampai dengan Pasal 160, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 213 dan Pasal 253 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu pengaturan lebih 
lanjut mengenai penanaman modal dengan memperhatikan norma, standar dan 
prosedur yang berlaku secara nasional serta memperhatikan kelangsungan  
kehidupan usaha  masyarakat lokal dan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif 
bagi pertumbuhan penanaman modal; 

 

DASAR HUKUM:       -  Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3605); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515); Peraturan Pemerintah Nomor 20 
Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam 
Rangka Penanaman Modal Asing  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang 
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal 
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162); Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4812); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian 
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4861); Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri; 

 
Qanun ini  Mengatur tentang 
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 STATUS: -  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  

-  Diundangkan pada tanggal 25 Maret 2013. 

 

 


